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1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tam.bran 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967); /,, / 
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Mengingat 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 
Pemberlan Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada 
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan dan 
Penerima Tunjangan Tahun 2021, maka Pemerlntah Daerah 
perlu mengatur lebih lanjut teknis pemberlan tunjangan hari 
raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

b. bahwa pemberlan Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas 
kepada Aparatur Negara clan Penerlma Tunjangan, 
diharapkan dapat mempertahankan tingkat daya beli 
masyarakat melalui pembelanjaan oleh aparatur negara 

a • sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 
masyarakat sebagai akibat pandemi Covid-19 ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberlan Tunjangan Hari 
Raya dan Gaji Ketiga Belas Lingkup Pemerlntah Kabupaten 
Lembata Tahun 2021; 

BUPATI LEMBATA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN 
GAJI KETIGA BELAS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA 

TAHUN 2021 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI LEMBATA 
NOMOR 15" TAHUN 2021 

BUPATI LEMBATA 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 ten tang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada 
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan clan 
Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6682); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang 
Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 1781); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lernbata Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Lernbata (Lernbaran Daerah Kabupaten Lembata 
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lernbata Nomor 6}; Sebagairnana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No 1 Tahun 
2020 tentang Perubahaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Lernbata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288 

' Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nornor 
269); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Lembata Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lembata Tahun 2020 Nomor 294 ); L / J 

• 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lembata. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata. 
3. Bupati adalah Bupati Lembata. 
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil 
Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. 

5. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada 
lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga 
negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas untuk 
menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

6. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah puma tugas dan diberi 
penghargaan atas pengabdiannya kepada negara berupa manfaat pensiun 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan 
tertentu untuk menerima penghargaan dan/ atau penghonnatan dari negara 
dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

8. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. 
9. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pcmcrintahan Daerah yang dibah s dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Dacrah dan Dewan P .rwakilan Rakyat 
Daerah dan ditetapkan dcngan Pcraturan Daerah. 

10. Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang sclanjutnyn disin zkat KPD adalah 
perangkat daerah pada Lingkup Pcmerintah On .rah sclaku Pcngguna 
Anggaran/Pengguna Barang. 

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak daJam kapasitas sebagai 
Bendahara Umum Daerah. f / J 

• 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA 
BELAS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 
2021. 

MEMUTUSKAN: 

11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 97 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 
Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 97); 
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Pasal 3 
(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas: 

a. PNS dan Calon PNS; dan 
b. Pejabat Negara. 
c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk: 
a. PNS Daerah Kabupaten Lembata yang ditugaskan di luar instansi 

dan/ atau SKPD Lingkup Pemerintah Daerah pada lembaga atau sekolah 
swasta tetapi yang bersangkutan berstatus sebagai PNS Pemerintah 
Daerah; dan 

b. PNS yang diberhentikan sementara tetapi gajinya masih dibayarkan. 
(3) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) termasuk Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
(4) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk 

Bupati/Wakil Bupati. ij j 

• 
Pasal 2 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata memberikan Tunjangan Harl Raya dan 
Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan 
lainnya pada wilayah kerja Kabupaten Lembata sebagai wujud atas penghargaan 
dan pengabdian kepada bangsa dan Negara dengan memperhatikan kemampuan 
keuangan daerah. 

BAB II 
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA 

DAN GAJI KETIGA BELAS 

1,. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya. . . . . 
l3. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menenma, 

menyimpan, membayarkan, menatausah~an, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 
permintaan pembayaran. 

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 
oleh kuasa Bendaharawan Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah 
Membayar. 

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- 
SKPD adalah Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna 
Anggaran. 

17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 
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Pasal 6 
(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan kepada PNS 

terdiri dari: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum. . . 

(2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gaji 
pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang 
gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain. 

(3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain. 

(4) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 
tunjangan pangan atau biasa disebut juga tunjangan beras sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan 
atau dengan sebutan lain. 

(5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d 
merupakan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain. 

(6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi tunjangan 
jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(7) Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
merupakan tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan tentang tunjangan jabatan struktural. 

(8) Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
merupakan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan tentang tunjangan jabatan fungsional. 

(9) Tunjangan um um sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d merupakan 
tunjangan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil. 

(10) Dalam hal Aparatur Negera memiliki tunjangan jabatan lebih dari 1 (satu), 
tunjangan jabatan yang diperhitungkan dalam Tunjangan Hari Raya dan 
Gaji Ketiga BetsJ hanya salah satu dari tunjangan jabatan yang nilainya 
paling besar. L 

' 

Pasal 4 
. ian an sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah termasuk 

Penenma ~~u g anak Penerima Gaji Terusan dari PNS atau Pejabat Negara 
janda/ duda d . tewas sesuai ketentuan peraturan perundang yang meninggal uma atau 

undangan. Pasal 5 

. Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 TunJangan 
tidak diberikan kepada PNS dalam hal: 

dang cuti diluar tanggungan Negara; atau . 
:· se d g ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam negen maup~n · :~ 1::r negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

,/ 
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Pasal 10 
(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan 

paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. 
(2) Dalam hal Tunjangan Harl Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah 
tanggal Hari Raya. 

(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) besarannya 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 
dan Pasal 8 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021. 

(4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 6, PasaJ 7 dan Pasal 8 untuk 1 (satu) 
bulan pada bulan April Tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan 
selisih vr gan atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari 
Raya. q 

Pasal 9 
Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2, tidak termasuk: 

tunjangan Kinerja; 
tarnbahan penghasilan pegawai atau sebutan lainnya; 
insentif kinerja; 
insentif kerja; 
tunjangan pengelola arsip; 
tunjangan bahaya radiasi dan bahaya nuklir; 
tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan; 
tunjangan pengamanan persandian; 
tunjangan profesi guru; 
tambahan penghasilan guru; 
insentif khusus; 
tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di 
daerah terpencil; clan 
tunjangan atau insentif atau sebutan lain diluar ketentuan sebagaiamana 
dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 yang ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi 
pemerintah. 

Pasal 8 
(1) Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi penerima tunjangan 

sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tennasuk tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut 
juga sebagai gaji terusan. 

/' 
/ 

/ ,, Pasal 7 
/ '['Unjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas: 

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
J. 
k. 
1. 

• m . 

/ 
,,I 
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(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 
(satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) 
Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar. 

(2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya 
Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat 
menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang 
dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar. 

(3) Dalam hal Aparatur Negara dan pensiunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, 
kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan 
wajib mengembalikan kepada daerah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. f. / J 

Pasal 14 

Pasal 13 
(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 

(satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 
(satu} Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar. 

(2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya 
Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat 
menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Harl Raya, Tunjangan Harl Raya 
yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling 
besar. 

(3) Dalam hal Aparatur Negara dan pensiunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Harl Raya, 
kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan 
wajib mengembalikan kepada daerah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 12 
(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. 

(3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaiamana mestinya. 

. Pasal 11 
Gaji Ketiga Belas sebagai di mana tmaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling 
cepat pada bulan Juni. 
Dalam hal G . . K · . a JI etiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) belum 
dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 
Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya se~uai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 
8 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021. 

(4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 clan Pasal 8 untuk 1 (satu} 
bulan pada bulan Juni Tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan 
selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas. 

I 
,/ 

/(1) /(2) 
I (3) 

I 
I 

( 
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Pasal 18 
(1) Penerbitan SP2D untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan paling cepat dimulai 10 
( sepuluh) hari kerja se belum tanggal Hari Raya. 

(2) Penerbitan SP2D untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan paling cepat pada bulan Juni 
tahun berkenaan. 

(3) Dalam hal SP2D untuk Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) belum dapat diterbitkan, SP2D untk tunjangan hari 
raya dapat diterbitkan setelah hari raya. 

(4) Dalam hal SP2D untuk Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) belum dapat diterbitkan, SP2D untk Gaji Ketiga 
Belas dapat diterbitkan setelah bulan Juni tahun berkenaan. // J 

Pasal 17 
(1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) untuk 

pembayaran Tunjangan Hari Raya menggunakan jenis SPM THR Gaji. 
(2) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) untuk 

pembayaran Gaji Ketiga Belas menggunakanjenis SPM Gaji 13. 
(3) Daftar bayar, SPP dan SPM untuk pembayaran Tunjangan Harl Raya dan 

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaskud pada ayat (1) dan ayat (2) masing 
masing dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji, tunjangan atau 
penghasilan bulanan. 

(4) Jenis SPM untuk pembayaran Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas 
sebagaimana dimaskud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk digunakan 
untuk pembayaran kekurangan atau susulan Tunjangan Hari Raya atau 
Gaji Ketiga Belas. 

Pasal 16 
(l) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan 

dokumen SPP Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Aggaran SKPD. 

(2) Apabila dokumen SPP Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Aggaran 
SKPD menerbitkan SPM. 

(3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna mengajukan SPM Tunjangan Harl 
Raya dan Gaji Ketiga Belas ke BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D. 

Pasal 15 
Pembayaran Tunjangan Har] R .. . 
dal P al 2 . aya dan GaJ1 Ketiga Belas sebagaimana dimaksud 

am as , d1bebank . . an pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
masmg-masmg Satuan K · erja Perangkat Daerah (SKPD) berkenaan. 

TATA CA BAB III 
RA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARi RAYA 

DAN GAJI KETIGA BELAS 

I 

•• 

I 
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No Jabatan Paraf 
1 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah I 
2 Kepala Bidang Perbendaharaan I j 
3 Kepala Sub Bidang Pengendalian Belanja dan Pembiayaan 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021 NOMOR 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA, 

PAS~S~ TAPO BALI 

Diundangkan di Lewoleba 
pada tanggal April 2021 •• 

Pasal 20 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

• Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata. 

Ditetapkan di Lewoleba 
pada tanggal 30 April 2021 

1 BUPATI LEMBATA, f 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

PE BAB IV 
NGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 19 
(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pen 

pengawasan terhadap p b gguna Anggaran melakukan pengendalian dan em ayaran Tun. H . 
Belas pada SKPD yang di . . ~angan an Raya dan Gaji Ketiga 1p1mpmnya 

(2) Pengendalian dan · 
dilaksanakan sesuai ~engawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

etentuan peraturan perundang-undangan. 


